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ABSTRAK 

Erviando Pratama Putra 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS PEROLEHAN 

SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA PARLEMEN 

(PARLIAMENTARY THRESHOLD) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-X/2012 

 

Skripsi Fakultas Hukum, 2015  

Kata kunci : Ambang Batas, Pemilu Legislatif 

 

Salah satu permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk 

mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengaturan ambang batas 

dalam parlemen. Secara teoritis Parliamentary threshold atau ambang batas 

parlemen pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2009 sebesar 

2,5%.  Pada pemilu tahun 2014, ambang batas parlemen berubah menjadi 3,5% 

serta tidak berlaku secara nasional. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam 

Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 maka ambang batas parlemen hanya berlaku 

untuk menghitung perolehan suara sah parpol di tingkat DPR. Dengan demikian, 

di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku ketentuan 

ambang batas parlemen. Keadaan ini menyebabkan banyaknya parpol yang masuk 

ke parlemen, sehingga dapat menimbulkan ketidakefektifan kinerja pemerintahan 

daerah. Oleh karenanya menurut penulis perlu dilakukan reformulasi 

parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang berkeadilan untuk 

diterapkan dalam pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota.Bertitik tolak pada penjelasan sebelumnya, skripsi ini 

menganalisis 2 permasalahan utama yang akan terbagi dalam beberapa sub-bab. 

yakni menganalisis dan membahas mekanisme penghitungan perolehan kursi 

partai politk dalam parlemen setelah putusan Mahkamah Konstitusi serta dampak 

yang ditimbulkan dari pengaturan ambang batas pada pemilihan umum 

legislatif.Dari hasil analisis terhadap permasalahan tersebut maka dapat diketahui 

bahwa penghitungan jumlah kursi setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau 

pada pemilu legislatif 2014 dapat dipahami dengan cara mengetahui Besaran 

angka ambang batas perolehan suara dihitung dengan cara, suara sah nasional 

partai politik seluruh daerah pemilihan dikalikan dengan ambang batas. Kemudian 

berkenaan dengan dampak Putusan MK maka diketahui bahwa setelah Penerapan 

keberlakuan secara nasional ambang batas perwakilan, justru berpotensi 

menyangkal hak suara dari pemilih yang bebas dalam menentukan pilihan 

politiknya. Penelitian dalam skripsi ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis 

normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 

 

Erviando Pratama Putra 

JURIDICAL REVIEW OF SOUND ACQUISITION THRESHOLD IN 

PARLIAMENTARY ELECTIONS(PARLIAMENTARY THRESHOLD) 

AFTERTHE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

 NUMBER 52/PUU-X/2012 

 

Law Faculty Essay, 2015  

Key Word : Threshold, Legislative Election 

 

 

One of constitutional problem which needs to be studied academically to get 

academically answers, is the problem of setting a threshold in parliament. 

Theoretically Parliamentary threshold was first applied in Indonesia in 2009 

election  in the amount of 2,5%. At 2014 election parliamentary threshold turned 

into 3,5% and does not apply nationally. In accordance with the mandate set out 

in the Constitutional Court Decision number 52/PUU-X/2012 then the 

parliamentary threshold only applies to counting of legitimate political parties 

votes at the level of parliaments, therefore at the level of provincial 

councilsandcity/districRegional People's Representative Assembly 

do not apply the provisions of the parliamentary threshold This situation led many 

political parties entered parliament, so can lead to the local government 

ineffectiveness performance. Therefore, according to the authors parliamentary 

threshold need to be justice applied in the election of provincial councils  and 

city/distric Regional People's Representative Assembly. Focused on the previous 

explanation, This essay analyzes two main issues that will be divided into several 

section. Namely to analyze and discuss the mechanism of counting the number of 

seats political parties in parliament after the decision of the Constitutional Court 

as well as the impact of a threshold setting in legislative elections. From the 

analysis of the problems it is known that counting the number of seats after the 

decision of the Constitutional Court or in 2014 legislative elections can be 

understood by knowing votes Magnitude number threshold is calculated by, 

National political party valid votes throughout the constituency multiplied with 

threshold. Then refer to the impact of the Constitutional Court Decision that 

known after the applicability adoption of a national representatives threshold, 

preciselypotential to deny the voting rights of freely voters to determine their 

political choice. This research is classified as a normative juridical research, 

approach namely to the problem by reviewing today the legislation in force which 

issues relating to the issues raised in this study. 
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